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DINAMIKA STRATEGIS
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Perjalanan Demokrasi Indonesia
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Pemerintah Indonesia 

bergabung dengan OGP dan 

menjadi salah satu pendiri 

dari OGP
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Indeks Demokrasi Indonesia

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 

2020 merupakan nilai TERENDAH dalam 10 

Tahun terakhir. Penurunan terbesar terjadi 

pada tahun 2017 sebesar      -0.58 poin, 

seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta

Sumber: The Economist Intellegence Unit

Peringkat dan Nilai Indikator 

Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020

Political 
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Rendahnya tiga indikator ini berkaitan secara langsung dengan penyelenggaraan Pemilihan 

Umum (Pemilu). Hal tersebut menandakan dibutuhkannya pembenahan, mulai dari perbaikan 

Budaya Politk hingga perbaikan pendekatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan Pemilu

Indikator ini mengalami 

penurunan terbesar, yaitu -1.25 

poin. Nilai ini berada di bawah 

rata-rata regional maupun 

internasional

Kebebasan Sipil Indonesia 

stagnan dalam tiga tahun 

terakhir

Partisipasi Politik di Indonesia 

menurun dibandingkan dua tahun 

yang lalu. Hal ini menandakan 

menurunnya minat/keinginan 

masyarakat berpartisipasi dalam 

Pemilihan Umum



Perjalanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
secara Langsung di Indonesia
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Pemilu 2004
• Pemilihan Umum Pertama 

secara langsung diikuti oleh 
124 Juta Pemilih

• Quick count dapat 
terselenggarakan yang 
diprakarsai OMS
(LP3ES)

• Golput: 23%

Pemilu 2009
• Pemilu diikuti oleh 127 juta 

Masyarakat.
• Jumlah Pemilih meningkat, 

tetapi nilai Golput meningkat 
menjadi 27%

2004
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Pemilu 2019
• Inovasi: Hasil pemilu dapat 

dilihat segera melalui 
website KPU.

• Pemilihan Presiden dan 
Legislatif digabung

• Pemilu dengan angka 
Golput terendah hanya 
19%

Pemilu 2014
• Kelompok Disabilitas memperoleh 

Surat Suara Khusus
• Pilpres dengan jumlah Golput 

tertinggi (30%)
• CV Caleg telah dipublikasikan

dalam website KPU

Pemilu 2024

2024



Kondisi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
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Free and Fair Elections Index

Penurunan nilai Free and Fair Elections terjadi pada tahun 2014, 

dan belum mengalami peningkatan hingga saat ini.

Sumber: World Bank, Free and Fair Elections Index (2020)

Political Participation Index

Sumber: World Bank, Politcal Participation Index (2020)

• Nilai Partisipasi Politik di Indonesia terus menurun dalam 10 tahun 

terakhir.

• Kondisi ini menggambarkan adanya keterbatasan pemenuhan 

partisipasi politik, seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.
Data menggambarkan bahwa penyelenggaraan Pemilu belum

dilaksanakan secara bebas dan adil, sebagaimana azas Pemilu

yang dianut oleh Indonesia, yaitu LUBERJURDIL.
Pelaksana (KPU) perlu memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat

memenuhi hak memilih dalam Pemilu



ARAH KEBIJAKAN



Komitmen Pemerintah Indonesia untuk  Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Terbuka melalui OGI
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Komitmen 13 RAN OGI VI 2020-2022

Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data 

Pemilu untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

K/L Penanggung Jawab

OMS Penanggung Jawab

1. Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan

pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi

penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open
data) dari seluruh sistem informasi yang digunakan

oleh KPU

2. Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi

elektronik di beberapa daerah sebagai program

percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat,

transparan, dan akuntabel.

Ukuran Keberhasilan: Penanggung Jawab



HASIL MONITORING DAN EVALUASI 2021



Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk 
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu
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Portal Pusat Informasi Penyelenggaraan Pemilu Terselenggaranya Rekapitulasi Elektronik
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Ko-kreasi: KPU telah menerima audiensi dari Perludem

mengenai peningkatan platform 

Aksi: KPU telah membuat portal informasi terintegrasi tentang

penyelenggaraan Pemilu melalui opendata.kpu.go.id

Tindak lanjut: Ada beberapa data yang masih dapat 

diintegrasikan dalam website Open Data KPU (contoh: 

Kerangka Hukum Pemilu, Profil Caleg, Proses Pendaftaran 

Pemilu) 
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Aksi: KPU telah membuat Sistem Informasi Rekapitulasi 

(Sirekap), yaitu sistem yang digunakan untuk memberikan 

hasil rekapitulasi suara

Ko-kreasi: KPU telah menerima audiensi dari Perludem

mengenai peningkatan rekapitulasi elektronik

Tindak lanjut: Penguatan dasar hukum SIREKAP dan 

peningkatan kapasitas perangkat SIREKAP

http://www.opendata.kpu.go.id/


KESIMPULAN



Kesimpulan

Portal Open Data KPU dapat
dimaksimalkan untuk mendorong
keterbukaan data pada sektor pemilu

Mendorong inovasi penggunaan teknologi,
khususnya Sirekap, untuk dapat digunakan
dalam penyelenggaraan pemilu
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